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JAKARTA - Pemerintah diminta memperkuat aturan perdagangan
lewat « d

Le \ganggap. kripto Ind h
perlu ditingkatkan ke depan.

Jta Komisi VI DPR RI Evit n pemerintah
‘perlu segera merevisi peraturan terkait kripto yang semakin masif
a dal i Evit 1ai Indonesia sudah

cukup terlambat mengatur tentang ini dibanding negara lain

“Saya tahu Bappebti sudah mengeluarkan aturan 2.5, khusus aset
kripto ada di aturan nomor 5. Saya sambut baik aturan itu, tapi apakah
sudah cukup aturan itu jadi landasan bagi usaha perdagangan aset

(kipto) di dalam neger?* ucapnya dalam RDP, Jakarta, Selasa (20/6).

Dalam jangka panjang. lanjutnya, peraturan tersebut tidak akan

kripto yang
Apalagi saat ini nilai
‘melonjak sampai Rp370 triliun.
g besar ini pun mesti diantisipasi lebih dint. Jiki
. bisa diperkuat dalam UU, seperti
b - bisa lebih spesifik,jelas

dan mengikat.

“Kenapa lebih penting diatur UU, karena kalau diihat potensi
‘pemasukan (negara) ke depan akan sangat luar biasa " warnya.

Sementara itu, dirinya juga berharap, pengawasan perdagangan kripto

elsses neg ®
keamanan negara. Seperti pertukaran dana terorisme, pencucian uang

dan seterusnya.

E kripte i
. agar jelas

eterusnya. Seh ke bisa dilalukan,

juga? jelasnya,

Kepala Bappebt Kemendag Indrasari Wisnu Wardh raki

sejauh turan kript i

Komodits vy Perdagangan

Berjangka Komoditi

“Tadi tidak perlu UU khusus aset kripto, munglin hanya perly
perubahan UU tersebut sehingga bisa masuk mengatur aset kripto!"

jelas Wisnu.

Tidak Dilibatican
Saat ini, lanjut Wisnu, pemerintah tengah merumuskan revisi,
Lenangan masa depan dengan format omnibus law.

Hanya saja, tegas Wisnu, Bappebti tidak dimasukkan dalam tim
perumus New Initiative Financial Sector. Hal ini pun membuat
Kemendag dan Bappebt: semalin kesulitan mengatur PBK kripto

dalam asas perdagangan.

“Di situ ada beberapa yang terkait Bappebti. Cuma di Hlaster 18 yang
2 ke . Bappebti atau
K/L yang flt menangani (perumusan kebijalan)” wjarnya.

Karenaitu,

pihaknya dilibatkan dalam perumusan hal tersebut

M  hal tw, dalam kesimpul & Waldl Ketua Komisi VI
DPR Mohamad Hekal mendesak Menteri Perdagangan untuk
‘memasukan perubahan UU PBK dalam RUU mengenai Pengembangan

dan Penguatan Sektor Keuangan (P25K). Terutama untuk klaster 18
terkait inovasi terknologi baru di sektor keuangan.

“Bappebts perumusan p \g-undanga
turunan UU Cipta Kerja” kata Hekal,

arain Bappebts untulk lebih tegas dal

aspek ke Pasar
Berjangka Komoditi

Bappeb: cat,

berjangka komoditi atau PBK selama Januari-Mei 2021 mencapai
Terdiri dari transaks

Perd t (sPa), s wak Rp24872

triliun dan Rp7.177,81 triliun.

kond: pada tahun lalu, kinerja kumulatif PBK
lima bulan pertama tahun ini masih tumbuh 216% atau sekitar
Rp15751 triliun.

Keseluruhan PBK selama 2020 berhasil tembus Rp18.408,39 triliun.
PBK nasional L

tahun sebelumnya, PBK hanya berada di kisaran Rp6.970,98 triliun.
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